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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam Bab sebelumnya, 

Penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dasar hukum Hakim memeriksan dan melaksanakan proses persidangan 

secara online adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan 

Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik. Dasar pertimbangan hakim 

memeriksa dan melaksanakan proses persidangan tindak pidana 

pencurian di Pengadilan Negeri Semarang secara online disebabkan 

karena adanya keadaan yang mendesak atau terjadinya suatu bencana 

pandemi (force majeure), dalam masa saat ini kaitannya dengan pandemi 

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan untuk mencegah rantai 

penularannya di lingkungan pengadilan. Walaupun dilaksanakan secara 

online, proses persidangan dilaksanakan secara cepat, sederhana dan 

biaya ringan, karena hal ini sangat dibutuhkan juga oleh para pencari 

keadilan. Sebagai upaya lembaga hukum untuk menjamin terlindunginya 

aparatur pengadilan, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan 

Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan 
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Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik. PERMA No. 4 tahun 2020 

tentang administrasi dan Persidangan Perkara pidana secara elektronik 

dapat menjadi pedoman bagi instansi peradilan dibawah Mahkamah 

Agung untuk pelaksanaan persidangan secara daring (online), dan juga 

memudahkan para pencari keadilan untuk memperjuangkan hak-hak 

mereka di masa pandemi COVID-19. 

2. Proses pembuktian tindak pidana pencurian perkara putusan nomor 

192/Pid.B/2020/PN Smg dilaksanakan melalui persidangan secara 

elektronik (online) di Pengadilan Negeri Semarang yang berdasarkan 

pada hukum acara pidana yakni dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 

1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan 

juga berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 

Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara pidana secara 

Elektronik. Dalam proses pembuktian ini peserta persidangan melakukan 

sidang secara elektronik baik dari proses pembacaan dakwaan, proses 

pemeriksaan (pembuktian), pemeriksaan saksi dan atau ahli, pemeriksaan 

terdakwa, proses penuntutan, pembelaan (pledoi), replik, duplik, dan 

putusan dari majelis hakim. Saat proses pembuktian berupa pemeriksaan 

saksi-saksi hadir secara langsung ke Pengadilan dengan memperhatikan 

protokol kesehatan (mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga 

jarak), sedangkan pemeriksaan terdakwa dilakukan di Rutan secara daring 
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melalui teleconference, dimana sarana prasarana dipersiapkan oleh pihak 

Rutan tersebut.   

3. Hambatan dalam proses pembuktian tindak pidana pencurian yang 

dilaksanakan melalui persidangan secara online terkait putusan No. 

192/Pid.B/2020/PN Smg yakni permasalahan sinyal jaringan. Namun 

keterangan yang Penulis dapatkan dari hakim yang menjadi narasumber 

di Pengadilan Negeri Semarang, permasalahan atau hambatan sinyal 

jaringan tidak menjadi permasalahan yang berat, karena dalam 

pelaksanaan proses persidangan elektronik, Pengadilan bekerja sama 

secara sinergis dengan lembaga yang mendukung terselenggaranya 

persidangan elektronik ini, yakni kejaksaan Kota Semarang, Rutan Kota 

Semarang dan lembaga Kepolisian di Kota Semarang.    

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran Penulis yakni sebagai berikut: 

1. Sebagai upaya memutus mata rantai penularan Coronavirus Disease 2019 

(Covid 19) proses persidangan secara elektronik dinilai sangat  efektif dan 

dapat membantu aparatur pengadilan dan para pencari keadilan, 

mengingat jika persidangan tidak dilaksanakan secara online, maka dapat 

menyebabkan tertundanya pemeriksaan perkara, sehingga selama masa 

Pandemi masih berlangsung, maka pemeriksaan dengan cara online ini 

dapat terus dilanjutkan.  
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2. Dalam upaya mewujudkan proses persidangan secara elektronik yang 

efektif pemerintah perlu untuk melakukan pemerataan fasilitas 

infrastruktur pada lembaga-lembaga peradilan dan lembaga-lembaga lain 

yang turut serta berpartisipasi dalam persidangan elektronik yang 

memadai guna mengurangi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi 

pada saat sidang berlangsung. 

3. Sebagai pewujudan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta 

mengupayakan kemudahan para pencari keadilan di masa setelah berakhir 

atau masa pasca Covid-19 tersebut, proses persidangan secara elektronik 

(online) dapat tetap dilaksanakan bagi pemeriksaan acara biasa, namun 

dengan perbaikan infrastruktur, terutama jaringan internet.  
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